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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum 

 

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu proses 

dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu 

bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana 

menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa 

depan. Restorative justice adalah proses dimana semua pihak yang terlibat 

pelanggaran tertentu bersama-sama memecahkan secara kolektif bagaimana 

untuk menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya pada waktu yang 

akan datang. Restorative justice bertujuan memulihkan harmoni atau 

keseimbangan karena hukum telah ditegakkan. 

Restorative justice adalah rangkaian upaya penyelesaian suatu perkara 

di luar proses peradilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali kerugian 

yang diderita oleh korban kejahatan. Keadilan restoratif bertujuan untuk 

merestorasi atau memulihkan kembali suatu keadaan seperti sebelum terjadi 

kejahatan.  

Pentingnya keadilan restoratif adalah pertimbangan bahwa dewasa ini 

penyelesaiaan tindak pidana dengan mengedepankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban 

dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan 

merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. 

Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan paradigma baru 

dalam  penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah 
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lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di 

beberapa negara yang menganut common law system. sebagai wujud 

aktualisasi dari filosofi tersebut maka konsep tersebut harus dituangkan 

dalam peraturan                         perundang- undangan.  

Perubahan dan dinamika masyarakat yang teramat kompleks di satu 

sisi sedangkan di sisi lainnya terhadap regulasi pembuatan peraturan 

perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata 

sifat publik dari hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki 

ranah privat dengan dikenal dan dipraktekan mediasi penal sebagai sebuah 

bentuk penyelesaian perkara di luar peradilan. 

Sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani tindak kejahatan 

hampir  seluruhnya selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah solusi 

terbaik dalam menyelesaikan tindak kejahatan. Paradigma penghukuman 

tersebut dikenal sebagai Restorative justice, di mana pelaku memperbaiki 

kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, juga kepada keluarganya 

dan serta  masyarakat.12 

 

B. Landasan Teori 

1. Teori Restorative Justice 

Restorative justice dapat dikembangkan dengan prinsip-prinsip 

pelaksanaanya sebagai berikut: 

a) Penanganan konflik (Conflict Handling/Konflik bearbeitung): Tugas 

mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan 

                                                     

 
12 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm.51 
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mendorong terlibat dalam komunikasi. 

b) Berorientasi pada proses (Process Orientation; Prozessorientierung): 

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, 

yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, 

kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa 

takut, dan sebagainya. 

c) Proses informal (Informal Proceeding-Informalitat): Mediasi penal 

merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, 

menghindari prosedur hukum yang ketat. 

d) Ada partisipasi aktif dan otonom pada pihak (Active and Autonmous 

Participation-Parteiautonomie/Subjektivierung): Para pihak (pelaku 

dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, 

tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab  dan 

kemampuan                  untuk berbuat.13 

Restorative justice dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana 

tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-

sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam 

menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta 

bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.14  

Restorative justice dapat diimplementasikan dalam penyelesaian 

perkara melalui penyelesaian masalah diluar peradilan, merupakan tindakan 

memberdayakan penyelesaian alternatif di luar peradilan melalui upaya 

                                                     

 
13 Ibid, hlm.26 
14 Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti.Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Raja 

Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 42 
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damai yang lebih mengedepankan prinsip win-win solution, dan dapat 

dijadikan sarana penyelesaian sengketa di luar peradilan. Eksistensi 

penyelesaian perkara di luar peradilan melalui keadilan restoratif merupakan 

dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktik. 

Keadilan restoratif dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal 

akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya 

waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara 

dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke Pengadilan, 

sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi Pengadilan dalam 

memeriksa dan memutus perkara sesuai  asas “peradilan sederhana, cepat 

dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan 

yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.  

Semua macam perkara pidana tidak harus diajukan dan diselesaikan 

dimuka Pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang 

memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal.  

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa 

hukum sebagai alat untuk “memaksakan” kehendak pemerintah kepada 

masyarakatnya saja, tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya 

bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi.15 

Peraturan perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya 

pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara 

                                                     

 
15 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, 

Bandung, 2011, hlm.65 



14 
 

 
 

kepada warga masyarakat umumnya.16 Peraturan perundang- undangan 

bersifat statis, sedangkan masyarakat bersifat dinamis, sehingga aparat 

penegak hukum harus profesional untuk mempersatukan peraturan dan 

kondisi masyarakat .17 

Hukum pidana tidak semata-mata memberikan ancaman pidana 

terhadap setiap perbuatan yang tercela, yang tidak susila atau merugikan 

masyarakat. Pemberian ancaman pidana harus memperhatikan: 

(1) Tujuan hukum pidana, yaitu pemberian ancaman pidana harus berusaha 

mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila dan harus 

bersifat netral.  

(2) Penerapan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang 

mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Kerugian berarti adanya 

korban baik yang tampak jelas seperti korban pembunuhan maupun yang 

tidak jelas seperti pencemaran lingkungan. 

(3) Perbandingan antara sarana dan hasil yaitu perlunya pertimbangan biaya  

yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai.18 

Pasal 1 angka (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 

Restoratif menjelaskan pengertian keadilan restoratif adalah  penyelesaian 

perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga 

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 

                                                     

 
16 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Perspektif Sosial, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, 

hlm. 153 
17 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, 

Bandung, 2011, hlm.65 
18 Munir Fuadi, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), Bandung; PT Reflika 

Aditama, Bandung, hal. 1 
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penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula, dan bukan pembalasan. 

Pasal 2 menyatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan 

keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan pada keadilan, 

kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir serta 

cepat, sederhana, dan biaya ringan. 

2. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu proses 

untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.19 

Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu:20 

1) kepastian hukum (rechtssicherheit), 

2) kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan 

3) keadilan (gerechtigkeit). 

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam 

kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan 

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup.21  

Selanjutnya Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa penegakan 

hukum bukanlah semata-mata untuk melaksanakan perundang-undangan, 

                                                     

 
19 Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta; 

Genta Publishing, hal. 24 
20 Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta; 

Liberty, hal. 145 
21 Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Jakarta; Raja Grafindo Persada, , hal. 5 
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akan tetapi usaha untuk menyeimbangkan ketidakserasian antara nilai, 

kaidah dan pola perilaku.22 Penegakan hukum dalam bahasa Belanda 

disebut dengan rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam 

bahasa Inggris law enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro 

dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, 

berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam 

proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap.23 

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh 

petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai 

kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan 

hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan 

proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, 

peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.24 

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah 

hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian 

dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan 

unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:25 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan 

di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa 

                                                     

 
22 Ibid., hal. 7 
23 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, Strategi Pencegahan Dan 

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung; Refika Editama, hal. 87 
24 Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta; 

Rineka Cipta, hal. 58 
25 Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Surabaya; Putra Harsa, hal. 23 
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yang melanggar larangan tersebut. 

2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar 

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana 

yang telah diancamkan. 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan 

tersebut. 

Dari uraian diatas dapat dipahami penegakan hukum merupakan 

proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma 

hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan 

dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui 

pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan 

agar tidak terjadi kejahatan yang serupa. 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan 

perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat 

terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga 

keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang 

didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai 

proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam 

rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan 

hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. 

Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan 

dalam mengambil keputusan yaitu : 
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1) Kepastian Hukum (rechtssicherheit) 

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan 

dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. 

Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak 

boleh menyimpang: fiat justicia et pereat mundus (meskipun dunia akan 

runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian 

hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap 

tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh 

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 

2) Manfaat  (zweckmassigkeit) 

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan 

hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau 

penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi 

masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau 

ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. 

3) Keadilan (gerechtigkeit) 

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau 

penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan 

penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat 

setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri 

harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-

bedakan siapa yang mencuri.  

Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis. Para penegak 

hukum  sebagai substansi hukum (legal Substance) dalam menjalankan 
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suatu undang-undang atau norma (legal structure) yang ada,dan dalam 

menjalankan undang-undang para penegak hukum harus 

memperhatikan budaya hukum (legal culture), untuk memahami sikap, 

kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap 

hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku. 

Teori sistem hukum (legal system theory) yang diterangkan menurut 

Lawrence M.Friedman, dalam bukunya The Legal System:A Social 

Science Perspective (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu  Sosial) 

dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) unsur 

komponen, yaitu :26 

1. Substansi hukum (substance rule of the law), didalamnya 

melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal. 

2. Struktur hukum (structure of the law), melingkupi Pranata hukum, 

Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum 

erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh 

aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi 

penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan             

 advokat. 

3. Budaya hukum (legal culture), merupakan penekanan dari sisi 

budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara 

bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam 

masyarakat. 

                                                     

 
26 Lawrence M.Friedman, 2009 , Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial ( The Legal 

System : A Social Science Perspective ) Bandung ; Nusa Media , hal .33 
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Sebagaimana yang dikemukakan diatas oleh Friedman, yang 

menyatakan bahwa sebuah negara kesejahteraan adalah negara hukum yang 

mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya dan tugas dari 

pemerintahnya yang bukan hanya semata-mata untuk menjalankan 

pemerintahan saja, tetapi lebih dari itu harus meningkatkan kesejahteraan 

sosial dalam rangka mencapai tujuan negara.  

Maka selain harus menjaga keamanan masyarakatnya, negara hukum 

bertugas untuk memajukan kesejahteraan bangsanya. Dalam negara hukum 

ini dimaksudkan bahwa negara bukan saja menjaga keamanan semata-mata 

namun juga aktif dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan 

rakyatnya.27 

Berdasarkan teori ini, maka secara legal struckture negara oleh 

Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga aparat penegak hukum dalam 

penegakan hukum kasus penganiayaan terhadap pelaku, telah diatur dalam 

suatu peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum (legal 

substance). Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas 

beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta 

Lembaga Pemasyarakatan. Yang mana dari sistem peradilan yang ada 

adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus ada didalam suatu 

penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.  

Dilihat dari pembagian sub sistem peradilan pidana tersebut 

Kejaksaan Republik Indonesia pada prinsipnya adalah merupakan ujung 

tombak dari penegakan hukum dalam melakukan penangangan tindak 

                                                     

 
27 Muhammad Arifin, 1993, Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas 

Teori-Teori Hukum, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hal.22 
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pidana di Indonesia, dapat diumpamakan apabila suatu tombak mata 

ujungnya tumpul maka tidak dapat berfungsi secara maksimal. 

Satjipto Raharjo berpandangan penegakan hukum adalah suatu proses 

untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang 

dimaksud sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah 

pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam 

peraturan- peraturan hukum itu.28  

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan 

dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga.  Di lihat dari 

fase penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu: 

1) Faktor hukumnya sendiri, yakni pihak-pihak yang akan dibatasi pada 

undang-undangnya saja. 

2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. 

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.29 

Penegakan hukum pidana apabila di lihat dari suatu proses kebijakan, 

maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan 

                                                     

 
28 Satjipto Raharjo,1983 masalah penegakan hukum (suatu tinjauan sosiologis) Bandung; 

Sinar Baru , Hal. 24 
29 Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Jakarta; Raja Grafindo, hal. 8 
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melalui beberapa tahap:30 

a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan 

pembuat undang-undang. Tahap ini juga dapat pula disebut tahap 

kebijakan legislatif. 

b) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat- aparat 

penegak hukum dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim. Tahap kedua ini 

dapat pula disebut taahap kebijakan yudikatif. 

c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. 

Soerdjono Soekanto menegaskan bahwa secara konsepsional, inti dan 

arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-

nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 

akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, 

memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.31 

Lebih lanjut Soerdjono Soekanto menyebutkan terdapat 5 (lima) faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: 

1. Faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah 

undang-undang dalam arti materiil, yaitu peraturan tertulis yang 

berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang 

sah.  

                                                     

 
30 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang; Badan penerbit 

UNiversitas Diponegoro,   hal.13 
31 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 3 
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2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah 

luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak 

langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia 

yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.  

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. 

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. 

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan 

sebenarnya bersatupadu dengan faktor masyarakat. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolok ukur 

efektifitas penegakan hukum.32 

 

3. Teori Keadilan 

Konsep negara hukum menjadi acuan dalam segala upaya penerapan 

restorative justice dalam menangani tindak pidana penganiayaan. Indonesia 

dalam perspektifnya sebagai negara hukum tentu sangat menjunjung tinggi 

                                                     

 
32 Ibid, hlm. 8-9 
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konsep keadilan dalam penerapannya, istilah keadilan (iustitia) berasal dari 

kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak 

kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.  

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan 

adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam 

hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang 

memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, 

perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua 

orang diperlakukan sama sesuai  dengan hak dan kewajibannya.  

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan 

manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung 

ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit.  

Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila dua 

orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka 

masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau 

tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti 

ketidakadilan. Pembagian Keadilan menurut Aristoteles dalam teorinya 

menyampaikan bahwa : 

a) Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak 

melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya. 

b) Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan 

jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan 

potensi masing-masing. 

c) Keadilan Vindikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai 
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kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan. 

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada 

tempatnya, istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa 

Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita 

memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti 

tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak.  

Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang 

baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan 

kewajibannya. 

Aristoteles mengawali teorinya dengan menyebut kebaikan yang 

berintikan kebahagian. Inilah etika Aristoteles yang terdalam dari eksistensi 

kemanusiaan. Tujuan hidup manusia itu untuk mencapai kebahagiaan dalam 

arti material dan spiritual bagi semua orang. Untuk dapat mencapai 

kebahagiaan ini menurut Aristoteles harus dipenuhi tiga hal, yaitu: 

1) manusia harus memiliki harta secukupnya agar hidupnya terpelihara; 

2) persahabatan, karena menurut ia, persahabatan suatu alat yang terbaik 

untuk mencapai kebahagiaan; dan 

3) keadilan, keadilan dilihat dari dua segi, pertama keadilan dalam arti 

pembagian barang-barang yang seimbang, relatif sama menurut 

keadaan masing-masing, dan kedua, adalah keadilan hukum dalam arti 

memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.33 

                                                     

 
33 Hutagalung Thoga, 1995, Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Filsafat Pancasila 

Dan Undang- Undang Dasar 1945, Disertasi Doktor, Bandung; Universitas Padjadjaran, hal. 119 
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Aristoteles juga membagi keadilan dalam dua jenis  pengertian yang 

disampaikan sebagai berikut yakni; 

1) keadilan umum yang oleh Aristoteles diberi arti kebaikan dan 

kebenaran bagi semua orang, dan 

2) keadilan khusus, yang oleh Aristoteles diartikan sebagai bagian dari 

keadilan umum mengenai bentuk kebaikan. Lebih terperinci lagi 

pembagian keadilan menjadi keadilan distributive, corrective dan 

commutative.  

Keadilan distributive memberi petunjuk pada pembagian tugas dan 

jabatan serta kehormatan kepada masing-masing menurut kedudukannya di 

masyarakat, keadilan ini menghendaki perlakuan yang sama menurut hukum 

(keadilan legalis/ vindikatif). Keadilan corrective ialah keadilan yang 

memperbaiki prinsip teknis yang mengatur administrasi hukum.  

Sedangkan keadilan commutative adalah keadilan yang memberikan 

pada setiap orang sama banyaknya tanpa memperhatikan jasa-jasa yang 

diberikan.34 Teori-teori mengenai keadilan dari Aristoteles tersebutlah yang 

kemudian melandasi suatu prinsip yang bernama restorative justice, atau 

dikenal dengan istlah reparative justice adalah suatu pendekatan keadilan 

yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku 

kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-

mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana.  

Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara 

pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas 

                                                     

 
34 Ibid, hal. 120 
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tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah 

mereka perbuat dengan meminta maaf, atau dengan melakukan pelayanan 

masyarakat. 

Restorative justice adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, 

dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial 

mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat. Program keadilan restoratif 

didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku   kriminal tidak hanya 

melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya 

untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila 

memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain 

menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan 

dukungan. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap 

kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap 

individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. 
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